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ABSTRAK 
 
Basrah Djunaid (B 111 08 310) “TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM 
DAN SENJATA API RAKITAN OLEH MAHASISWA DI KOTA 
MAKASSAR.” Dibawah bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing I dan 
Kaisaruddin K selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa. Manfaat penelitian yaitu diharapkan menjadi 
bahan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan khususnya bagi 
para mahasiswa agar menyadari bahaya penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan.  
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Makassar yaitu di 
POLRESTABES Kota Makassar. Dengan melakukan wawancara untuk 
mendapatkan data primer dan penulis juga melakukan studi kasus 
keperpustakaan dangan cara menelaah buku-buku, literatur, peraturan 
perundang-undangan, serta data sekunder yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian yang di peroleh dari skripsi ini yaitu : 1) Faktor 
penyebab tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
oleh mahasiswa di Kota Makassar adalah faktor lingkungan, faktor 
solidaritas, faktor dendam, faktor sosial budaya, faktor menyalahgunakan 
teknologi. 2) upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk 
mencegah tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa secara preventif adalah dengan melakukan 
penyuluhan atau bimbingan seperti workshop, seminar tentang dampak 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan, upaya yang lain 
yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak kampus. Sedangkan 
upaya represif yaitu menindak setiap pelaku penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa dengan harapan 
tidak ada kejadian selanjutnya. Kendala yang dihadapi dalam 
menanggulangi tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan dikalangan mahasiswa di Kota Makassar : a) kurangnya kesadaran 
mahasiswa terhadap dampak dan peraturan perundang-undangan serta 
nilai-nilai hukum positif. b) faktor budaya yang dimana jalan terakhir untuk 
menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan senjata tajam dan 
senjata api rakitan 
 
 
 
 
 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT yang maha mendengar dan maha atas segala limpahan rahmat dan 
hidayahNya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing 
langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skipsi 
yang judul “tinjauan kriminologis terhadap tindak penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan oleh para mahasiswa yang terlibat aksi 
tawuran di Kota Makassar. (Studi Kasus di Kota Makassar). 
Segenap kemampuan telah Penulis curahkan demi 
kesempuranaan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 
jauh dari kesempurnaan dan keterbatasan dalam mengeksploitasi lautan 
pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Oleh 
karena itu, Penulis juga menyadari bahwa inilah hasil maksimal yang 
Penulis dapat sumbangkan demi pengembangan ilmu pengetahuan.untuk 
itu, Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritik dari semua 
pihak demi mendekati kesempurnaan skripsi ini. 
Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis yaitu kepada 
ayahanda Drs. Baso Asri dan ibunda Juarni yang telah merawat dan 
mendidik Penulis dengan mencurahkan banyak cinta dan kasih 
sayangnya, doa dalam setiap sujudnya, cucuran keringat dan air mata 
pengorbanan yang tiada henti hingga sampai kapan pun Penulis tidak 
dapat menggantikan pengorbanannya. Penulis juga mengucapkan terima 
vii 
kasih kepada adik-adikku atas dukungan dan semangat serta kasih dan 
sayangnya yang begitu besar yang diberikan kepada saya. 
Pada kesempatan ini juga, penulis ingin sampaikan ucapan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa 
bimbingan motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulisan skripsi ini, yaitu 
kepada :  
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. sebagai Rektor 
Universitas Hasanuddin 
2. Bapak Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. sebagai Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
3. Ketua bagian hukum pidana, bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. 
Sekretaris bagian Hukum Pidana ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. Dan 
para dosen dibagian hukum pidana khususnya, serta dosen-dosen 
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada umumnya. 
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. sebagai pembimbing I 
yang di tengah kesibukannya senantiasa selalu menyediakan 
waktu yang beliau miliki untuk dapat berdiskusi dan membimbing 
penulis dalam menyelesaikan skiripsi ini. 
5. Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. Sebagai pembimbing II 
yang senantiasa menyediakan waktu untuk dapat berdiskusi dan 
membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Para Staf Akademik, bagian Kemahasiswaan, dan Perpustakaan 
yang telah banyak membantu penulis. 
viii 
7. Aiptu Awaluddin sebagai salah satu Polisi bagian Reskrim 
POLRESTABES Kota Makassar yang rela meluangkan waktunya 
untuk diwawancarai dan memberikan banyak info tentang 
penyusunan skripsi ini. 
8. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam penulisan skripsi 
ini, Fausi, Aat, Farid, Dato, Dirga, atas dukungan dan semangat 
yang mereka berikan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa 
Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin. 
9. Sahabat-sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan seluruh teman-teman Di Ipmil Raya atas motivasi 
dan dukungannya. 
10. Semua pihak yang Penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan motivasi, dan sumbagan pemikiran penulis haturkan 
banyak terima kasih. 
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan segala 
urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 
khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga 
Allah SWT meridhoi dan memcatat sebagai ibadah disisi-Nya. Amin… 
 
 
Penulis 
  
ix 
DAFTAR  ISI 
 
 
HALAMAN JUDUL ................................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................  ii 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................  iii 
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI ...........................  iv 
ABSTRAK .............................................................................................  v 
KATA PENGANTAR .............................................................................  vi 
DAFTAR ISI  ..........................................................................................  ix 
 
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 
A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1 
B. Rumusan Masalah ................................................................ 5 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................. 5 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 6 
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi ......................... 6 
1. Pengertian Kriminologi ..................................................... 6 
2. Ruang Lingkup Kriminologi .............................................. 7 
B. Tindak  Pidana....................................................................... 10 
1. Pengertian Tindak Pidana ............................................... 10 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana ............................................. 12 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan  ................................. 15 
D. Senjata Tajam ....................................................................... 19 
1. Pengertian Senjata Tajam ............................................... 19 
2. Jenis-Jenis Senjata Tajam ............................................... 20 
E. Senjata Api ............................................................................ 22 
F. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Tajam dan Senjata Api . 25 
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan ...................................... 39 
 
x 
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 31 
A. Lokasi Penelitian .................................................................. 31 
B.  Jenis Dan Sumber Data ...................................................... 31 
C.  Teknik Pengumpulan Data .................................................. 32 
D.  Analisis Data ....................................................................... 32 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 33 
A. Faktor-Faktor Tindak Penyalahguanan Senjata Tajam Dan 
Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa............ .......................     35 
B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Tindak 
Penyalahguaan Senjata Tajam Dan Senjata Api Rakitan 
Dikalangan Mahasiswa…………………….. ..........................  54 
 
BAB V PENUTUP  ................................................................................ 60 
A. Kesimpulan  .................................................................... 60 
B. Saran  ............................................................................. 60 
 
DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................. 62 
 
  
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bangsa Indonesia telah mengalami masa kemerdekaan lebih dari 
setengah abad, dalam kurun waktu itu banyak permasalahan, hambatan, 
baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri telah dihadapi oleh 
rakyat Indonesia. Melalui segala upaya, kerja keras hambatan dan 
permasalahan tersebut satu persatu dapat disingkirkan, sehingga melalui 
tahap demi tahap pelaksanaan pembangunan mulai terwujud. 
Salah satu masalah dari dalam yang memprihatinkan dan harus 
mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah kepemilikan 
senjata tajam dan senjata api. Senjata tajam dan senjata api  adalah 
barang yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan Republik 
Indonesia dan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa masyarakat. 
Senjata tajam dan senjata api dalam arti positif merupakan alat 
untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan 
hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan senjata 
api secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan 
kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal 
yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan 
senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun 
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orang banyak. Sejarah Bangsa Indonesia sejak di ploklamirkan mencatat 
bahwa kemenangan bangsa tidak didukung dengan perlengkapan perang 
yang modern, akan tetapi hanya dengan beberapa pucuk senjata tajam. 
Namun semangat perjuanganlah yang membuat bangsa ini bisa merdeka. 
Meskipun senjata tajam dan senjata api sangat bermanfaat dan 
diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara serta 
mempersenjatai diri atau mempertahankan/membela diri dari hal-hal yang 
mengancam jiwa, namun apabila disalah gunakan atau penggunaannya 
tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, terlebih lagi 
dengan peredaran senjata api yang di lakukan secara ilegal, maka akan 
menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun 
masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi 
kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya dapat 
melemahkan ketahanan nasional.  
Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata 
api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu 
hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan 
masyarakat. 
Dari waktu ke waktu kepemilikan senjata tajam dan senjata api 
terus meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara 
kuantitatif karena jumlah kepemilikan senjata tajam dan senjata api 
semakin banyak disamping peredarannya yang semakin meluas. Kendati 
sudah banyaknya senjata api yang disita oleh pihak kepolisian, tetapi 
oknum-oknum tertentu dapat dengan mudah mengedarkannya kembali. 
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Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan senjata api, terlebih 
dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api, dan akibat apa yang 
ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api tersebut, sehingga kita dapat 
lebih tahu upaya-upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan 
senjata api tersebut. 
Apabila kita cermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak 
hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka 
kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya, akan 
tetapi dengan datangnnya era globalisasi dengan segala macam 
informasi, kebudayaan, teknologi, yang datang begitu mudahnya dari 
berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau 
memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur. 
Baik yang di produksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata, 
dan bukan di produksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri 
kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata tajam dan 
senjata api rakitan.  
Sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku 
bangsa, sehingga menjadi sebuah dinamika dalam kemasyaratan yang 
terkadang menjadi sebuah problema kemasyarakatan, yang melahirkan 
sebuah gesekan-gesekan yang berujung pada sebuah pertikaian. 
Dalam dunia kemahasiswaan sebagai bagian dari masyarakat yang 
majemuk tidak terlepas dari sebuah problema kemasyarakatan, yang 
biasanya berujung pada sebuah aksi perkelahian yang melibatkan senjata 
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tajam bahkan penggunaan senjata api rakitan. Banyak kita jumpai 
mahasiswa-mahasiswa yang sedang bertengkar akibat dari sebuah 
perbedaan pendapat yang berujung pada perkelahian individu, dari 
perkelahian individu inilah yang kadang membesar dan melibatkan 
mahasiswa dalam jumlah yang besar sehingga terjadi aksi tawuran yang 
terkadang menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan, sebagai 
tindakan-tindakan devensif dan opensif yang  dilakukan oleh mahasiswa.  
Penggunaan senjata tajam dan senjata api kerap digunakan 
mahasiswa dalam aksi tawuran yang di lakukan baik dalam tingkatan 
kampus, fakultas, dan daerah. Seperti yang kita ketahui di Kota Makassar 
sering terjadi tawuran antara mahasiswa yang menggunakan senjata 
tajam dan senjata api rakitan dalam aksi tawuran mereka, sehingga 
kadang jatuh korban yang lebih banyak, dan melibatkan aparat kepolisian 
untuk mengantisipasinya. Kejadian ini sangat  meresahkan masyarakat  
dan aparat kepolisian  memerlukan penaganan serius sehingga 
kepemilikan senjata tajam dan api rakitan tanpa hak milik tidak dibenarkan 
sesuai dengan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN No. 78 
tahun 1951. 
 Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Saya berinisiatif untuk 
meneliti lebih lanjut pemasalahan mengenai penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan oleh mahasiswa di Kota Makassar dalam  
Tugas Akhir ( Skripsi) dengan judul ”Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api 
Rakitan oleh Mahasiswa di Kota Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah 
a. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa?  
b. Upaya-upaya apakah yang di lakukan oleh pihak kepolisian dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan di kalangan mahasiswa?  
 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian   
a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di 
kalangan mahasiswa. 
b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan oleh 
pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan oleh para 
mahasiswa. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Di harapkan menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi 
masyarakat, dan khususnya bagi para mahasiswa agar 
menyadari bahaya penyalahgunaan senjata tajam dan senjata 
api rakitan. 
b. Sebagai bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pengembangan studi di bidang hukum, serta 
melengkapi sumber pustaka bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa yunani yaitu 
“crime” dan “ logos” crime artinya kejahatan dan logos berarti ilmu 
pengetahuan, jadi kriminologi dapat di artikan sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan 
oleh P. Topinard (Abdusalam, 2007:4) ahli antropologi Prancis yang 
sebelumnya menggunakan istilah antropologi kriminal, untuk lebih 
mendalami pengertian dari kriminologi itu sendiri, maka akan di 
kemukakan beberapa pendapat sarjana sebagai berikut. 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki 
gejala kejahatan seluas luasnya. Demikian pula Edwin H. Sutherland 
dalam bukunya “Pengantar Kriminologi” (A. salam, 2010:12) yang 
memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dari kejahatan sebagai gejala sosial.  
Kriminologi menurut Sudarto (2007:148) adalah pengetahuan 
emperis yang mempelajari dan mendalami secara kejahatan dan orang 
yang melakukan (penjahat). Apabila di uraikan secara skematis yang 
dipelajari dalam kriminologi adalah: 
1. Gejala kejahatan, penjahat dan mereka yang ada sangkut 
pautnya dengan kejahatan. 
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2. Sebab-sebab kejahatan 
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik resmi oleh penguasa 
maupun tidak resmi oleh masyarakat umum bukan penguasa. 
Demikian pula Moeljatno (Hurwitz Stephan, 1986:6) 
mengemukakan bahwa “kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang 
kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang bersangkutan 
pada kejahatan dan kelakuan kejahatan itu” 
Selanjutnya Paul Moedigdo (Abdusalam, 2007:5) mengemukakan 
bahwa: 
Pelaku kejahatan mempunyai andil terjadinya suatu kejahatan, 
karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang di 
tentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si 
pelaku untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh 
masyarakat. 
 
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
kejahatan sebagai salah satu masalah yang dihadapi manusia dalam 
berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. 
Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kriminologi itu 
merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pelaku, sebab-
sebab dari akibat dari kejahatan sebagai gejala sosial yang terjadi dalam 
suatu kehidupan bersama dalam masyarakat. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Setelah memahami kriminologi, maka selanjutnya di bahas 
mengenai ruang lingkup dari kriminologi menurut Boger (Topo santosa, 
2001:19) ruang lingkup kriminologi di bedakan kriminologi murni dan 
kriminologi terapan: 
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a. Ruang Lingkup Kriminologi Murni meliputi: 
1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, 
karakter dan sifat dari ciri tubuhnya, serta meliputi antar suku 
bangsa dengan kejahatan dan seterusnya 
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
dan meneliti kejahatan sebagai gejala masyarakat untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari dan meneliti 
suatu kejahatan dari sudut kejiwaannya, apakah kejiwaan dari 
seseorang yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan 
atau dari sikap masyarakat yang mempegaruhi kejiwaan, 
sehingga menimbulkan kejahatan. 
4. Psikopatologi dan Neoropatologi Kriminal, ilmu pengetahuan 
yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang 
sakit jiwa atau saraf. Mempelajari bentuk-bentuk sakit jiwa atau 
saraf yang menimbulkan kejahatan dan bentuk-bentuk 
kejahatan yang di timbulkan akibat sakit jiwa urat saraf. 
5. Penologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan 
meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah di jatuhi 
hukuman, dan melihat akibat hukuman terhadap penjahat 
tersebut yaitu menjadi warga yang baik, atau masih melakukan 
kejahatan, bahkan mungkin lebih meningkat kualitas 
kejahatannya.   
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b. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi: 
1. Higiene Kriminal 
Tujuan dari higiene criminal adalah untuk mencegah terjadinya 
kejahatan, maka usaha yang perlu di lakukan pemerintah yaitu 
menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan 
sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang di lakukan untuk 
mencegah kejahatan. 
2. Politik Criminal 
Untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh para 
pengangguran yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai 
keterampilan kerja, maka pemerintah harus melakukan 
melaksanakan program pendidikan dan keterampilan kepada 
para penganguran sesuai dengan bakat yang di miliki serta 
pekerjaan dan penampungan. 
3. Criminalistik 
Untuk mengungkap suatu kejahatan dapat di lakukan dengan 
cara scientific seperti identifikasi laboratorium kriminal, alat 
mengetes golongan darah, alat mengetes kebohongan, balistik, 
alat menentu keracunan, dan lain-lain. 
Selanjutnya Sutherland (Abdusalam, 2007:11) membagi ruang 
lingkup kriminologi antara lain: 
1. Sosiologi Hukum 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan 
terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi 
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perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan 
masyarakat terhadap hukum positif dan perundang-undangan, 
serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang 
menimbulkan kejahatan.  
2. Etimologi Kejahatan 
Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan mencari sebab musabab 
kejahatan. Hal yang di teliti adalah latar belakang akibat serta 
faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etimologi 
kejahatan tersebut dapat di lakukan pencegahan untuk 
meniadakan atau mengurangi kejahatan. 
3. Penologi 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penerapan 
hukum termasuk manfaat dan faedahnya bagi penjahat maupun 
masyarakat.  
 
B. Pengertian  Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum 
pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit  dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, 
sedangkan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 
atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk 
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dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat. 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana 
atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah : 
1. Strafbaar Feit adalah pidana. 
2. Strafbaar Handlung di terjemahkan dengan perbuatan pidana, 
yang di gunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman.  
3. Criminal Act di terjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal 
Delik yang dalam bahasa belanda disebut Strafbaarfeit adalah 
peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana. 
Sedangkan delik dalam bahasa asing di sebut delict yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman (pidana). 
Andi Hamzah, (1994:72) dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memberikan defenisi mengenai delik, yakni : Delik adalah suatu perbuatan 
atau tindakan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman oleh 
undang-undang (pidana). 
Lanjut Moeljatno, (2002:1) mengartikan strafbaarfeit sebagai 
berikut: Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
di ancam pidana oleh peraturan undang-undangan 
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Strafbaarfeit juga di artikan oleh Pompe sebagai mana dikutip dari 
buku karya Lamintang, (1997:4) sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja telah di lakukan oleh seorang pelaku, di mana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum. 
 
Adapun Simons dalam buku yang sama karya Lamintang, (1997:4)  
merupakan Strafbaarfeit adalah  
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan 
sengaja oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah di nyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. 
 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tindak 
pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum dan norma-norma 
serta nilai-nilai yang di lakukan seseorang dengan sengaja terhadap 
seseorang dan di pertanggungjawabkan tindakan tersebut berdasarkan 
undang-undang sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Untuk menjabarkan suatu delik kedalam unsur-unsurnya, maka 
yang mula-mula dapat di jumpai adalah di sebutkannya suatu tindakan 
manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan 
yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum 
pidana, suatu tindakan itu merupakan “een doen” atau “een niet doen” 
atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu “ataupun” hal tidak 
melakukan sesuatu yang terakhir ini di dalam dotrin juga sering di sebut 
sebagai “een naiaten’ yang juga berarti “hal mengapalkan sesuatu yang di 
wajibkan (oleh undang-undang). 
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Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang 
undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum yang 
tercermin dalam rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang 
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh Adami 
Chazawi, (2002:82) berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu 
dalam KUHP, antaranya terdapat 11 unsur tindak pidana yakni: 
1. Unsur  tingkah laku 
2. Unsur melawan hokum 
3. Unsur kesalahan 
4. Unsur akibat konstitutif 
5. Unsur keadaan yang menyertai 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya tuntut pidana 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8. Unsur syarat untuk mendapatkan pidana 
9. Unsur objek hukum tindak pidana 
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11. Unsur syarat tambahan untuk menperingan pidana 
Adapun unsur-unsur berdasarkan ada perbuatan tindak pidana 
(mencocoki rumusan delik). 
Menurut Van Hamel, (Amir Ilyas, 2012:49) menunjukkan tiga 
pengertian perbuatan (feit) yakni: 
1. Perbuatan (fiet) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini 
sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang di 
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aniaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan di lakukan pula 
pencurian, maka tidak mungkin di lakukan pula penuntutan 
salah satu dari perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang 
lain. 
2. Perbuatan (fiet) = perbuatan yang di dakwakan. Ini terlalu 
sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan 
penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ia 
sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat di 
lakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan 
penganiayaan pembunuhan” karena ini lain dari pada 
“penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak 
menerima pengertian perbuatan (faith) dalam arti yang kedua 
ini. 
3. Perbuatan (fiet) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas 
dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat, dengan 
pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua 
pengertian terdahulu dapat di hindari. 
 
Pada prinsipnya seseorang hanya dapat di bebani tangungjawab 
pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahariah 
(outward conduct) yang harus dapat di buktikan seseorang penuntut 
umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu di kenal sebagai 
actus reus, dengan kata lain, actu reus adalah elemen luar (eksternal 
element) 
Adapun unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ada sifat melawan 
hukum (wederrechtelijk). 
Menurut Simons, (Amir Ilyas, 2012:49) melawan hukum di artikan 
sebagai “bertentangan dengan hukum” bukan saja terkait dengan hak 
orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata 
atau Hukum Administrasi Negara. 
Menurut Noyon, (Amir Ilyas, 2012:52) melawan hukum artinya 
“bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif). 
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Menurut Hoge Raad, (Amir Ilyas, 2012:52) dengan keputusannya 
tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa 
wenang” atau “tanpa hak” 
Dalam bukunya, (Amir ilyas, 2012:53) menurut Vos, Moeljatno, dan 
Tim Pengkajian Bidang Hukum pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam 
rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” 
artinya, bertentangan dengan apa yang di benarkan oleh hukum atau 
anggapan masyarakat, atau yang benar-benar di rasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
tidak patut di lakukan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa 
perbuatan melawan hukum merupakan hal yang bertentangan dengan 
hak orang lain dan tidak di benarkan dalam hukum tindak pidana. 
 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Para pakar mendefenisikan kejahatan secara yuridis dan secara 
sosiologis, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia 
yang bertentangan dengan hukum, dan dapat di pidana, yang diatur 
dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah 
tindakan yang tidak di setujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan 
adalah perbuatan anti sosial, merugikan dan menjengkelkan masyarakat 
atau anggota masyarakat. 
Dari uraian di atas, jelas bahwa kejahatan di pengaruhi oleh 
kondisi-kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung 
dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan terhadap kejahatan. 
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Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang 
berorientasi pada aspek sosial yang merumuskan oleh kongres ke-8 PBB 
tahun 1990 di Havana, Cuba. Di identifikasikan sebagai faktor yang 
kondusif penyebab terjadinya kejahatan, khususnya dalam masalah 
kejahatan di perkotaan antara lain pengangguran, kebutahurufan (bodoh), 
kekurangan perumahan yang tidak layak dan sistem pendidikan serta 
latihan yang tidak cocok/serasi. 
1. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek 
(harapan) karena proses integritas sosial, juga karena 
memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial. 
2. Mengundurnya ikatan sosial dan keluarga. 
3. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang 
yang berintegrasi ke kota-kota. 
4. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan 
dengan rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian dan 
kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan 
pekerjaan. 
5. Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang 
mendorong peningkatan-peningkatan kejahatan dan berkurangnya 
pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau tetangga. 
6. Kesulitan-kesulitan bagi masyarakat modern untuk berintegrasi 
sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, 
keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya. 
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7. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang 
pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang di sebut 
diatas. 
8. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdangan 
obat bius dan penada barang-barang curian. 
9. Dorongan-dorongan mengenai ide atau sikap yang mengarah pada 
tindakan kekerasan, ketidaksamaan hak atau sikap tidak toleransi. 
Sebab timbulnya kejahatan menurut Made Dharma Weda 
(1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, 
sebagai berikut: 
1. Teori Klasik 
Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abab ke 19 tersebar di 
eropa dan amerika. Teori berdasarkan psikologi hedonistik yang 
mengemukakan bahwa setiap perubahan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia 
berhak memilih mana yang baik dan mana yang mendatangkan 
kesenangan dan mana yang tidak. 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 
pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat 
dari sipembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya 
peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
2. Teori Neo Klasik 
Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak 
menyimpan dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia 
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yang berlaku pada waktu itu. Dotrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia 
adalah mahkluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan 
karenanya bertanggung jawab atas berbuatan-perbuatan dan dapat di 
kontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.  
Teori neo klasik menggambarkan di tinggalkannya kekuatan yang 
supranatural, yang gaib, sebagai prinsip untuk menjelaskan dan 
membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian 
teori-teori klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic 
terhadap perilaku/tingkah laku manusia. 
Gambaran manusia sebagai boneka yang di kuasai oleh kekuatan 
gaib di gantikannya dengan gambaran manusia sebagai mahkluk yang 
berkehendak sendiri, yang bertanggung jawab atas kelakuannya.  
3. Teori Kartokgrafi/Geografi 
Teori ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini 
mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula di sebut 
ajaran ekologis. Yang di pentingkan ajaran ini adalah distribusi kejahatan 
dalam daerah-daerah tertentu baik secara geografis maupun secara 
sosial. 
4. Teori Sosial 
Teori sosialis ini mulai berkembang pada tahun 1850 M. para tokoh 
aliran ini banyak di pengaruhi oleh tulisan Mars dan engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut tokoh ajaran ini, 
kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak 
seimbang dalam masyarakat. 
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Berdasarkan hal di atas, maka untuk melawan kejahatan itu 
haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain 
kemakmuran, keseimbangan, da keadilan sosial akan mengaruhi 
terjadinya kejahatan. 
5. Teori Tipologis 
Pokok pangkal dari ajaran ini adalah kelakuan jahat di hasilkan oleh 
proses-proses yang sama dengan kelakuan sosial. Dengan demikian 
proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku 
lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan di 
sebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
6. Teori Lingkungan 
Teori ini juga di sebut sebagai mazhad Perencis. Menurut teori ini, 
seorang melakukan kejahatan karena di pengaruhi oleh faktor di 
sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, 
budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan 
dunia luar, serta penemuan teknologi. 
 
D. Senjata Tajam 
1. Pengertian Senjata Tajam 
Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk 
melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat 
digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan 
juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat di gunakan 
untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan 
senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti 
peluru kendali balistik. 
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Senjata tajam adalah senjata yang di tajamkan untuk keperluan 
untuk di gunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu. 
Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis badik 
memiliki kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini dapat memengaruhi kondisi, 
keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat 
kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, 
kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran ataupun kemelaratan, 
kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya. 
Sejak ratusan tahun silam, badik di pergunakan bukan hanya 
sebagai senjata untuk membela diri dan berburu tetapi juga sebagai 
identitas diri dari suatu kelompok etnis atau kebudayaan. Badik ini tidak 
hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah 
Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda. 
Secara umum badik terdiri atas tiga bagian, yakni hulu (gagang) 
dan bilah (besi), serta sebagai pelengkap adalah warangka atau sarung 
badik. Di samping itu, terdapat pula pamor yang dipercaya dapat 
memengaruhi kehidupan pemiliknya. 
2. Jenis Jenis Senjata Tajam 
a. Badik Makassar 
Badik Makassar memiliki kale (bilah) yang pipih, battang (perut) 
buncit dan tajam serta cappa (ujung) yang runcing. Badik yang berbentuk 
seperti ini di sebut badik sari. Badik sari terdiri atas bagian pangulu 
(gagang badik), sumpa kale (tubuh badik) dan banoang (sarung badik). 
Lain Makassar lain pula Bugis, di daerah ini badik di sebut dengan kawali, 
seperti Kawali Raja (Bone) dan Kawali Rangkong (Luwu). 
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b. Badik Bugis Luwu 
Badik Bugis Kawali Bone memiliki bessi atau bilah yang pipih, 
ujung runcing dan bentuk agak melebar pada bagian ujung, sedangkan 
kawali Luwu memiliki bessi pipih dan berbentuk lurus. Kawali pun memiliki 
bagian-bagian, seperti pangulu (hulu), bessi (bilah) dan wanua (sarung). 
Seperti pada senjata tradisional lainnya, kawali juga di percaya memiliki 
kekuatan sakti, baik itu yang dapat membawa keberuntungan ataupun 
kesialan. 
Kawali Lamalomo Sugi adalah jenis badik yang mempunyai motif 
kaitan pada bilahnya dan dipercaya sebagai senjata yang akan 
memberikan kekayaan bagi pemiliknya. Sedangkan, kawali Lataring Tellu 
yang mempunyai motif berupa tiga noktah dalam posisi tungku dipercaya 
akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya berupa tidak akan 
kekurangan makanan dan tidak akan mengalami duka nestapa. Itulah 
sebabnya, badik ini paling cocok digunakan bagi mereka yang berusaha di 
sektor pertanian. 
c. Celurit  
Clurit adalah alat pertanian yang berfungsi sebagai alat potong 
yang berbentuk melengkung menyerupai bulan sabit. Meskipun memiliki 
bentuk yang sama dengan arit/sabit, clurit lebih mengacu pada senjata 
tajam sedangkan Arit atau Sabit cenderung bersifat sebagai alat 
pertanian. 
Clurit merupakan senjata khas dari suku Madura Provinsi Jawa 
Timur digunakan sebagai senjata carok. Legenda senjata ini adalah 
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senjata yang biasa digunakan oleh tokoh yang bernama Sakera yang 
kontra dengan dengan penjajah Belanda. Kini senjata clurit sering di 
gunakan masyarakat Madura untuk carok. Sebelum di gunakan clurit di isi 
dulu dengan asma/khodam dengan cara melafalkan doa-doa sebelum 
melakukan carok. 
Carok dan celurit tak bisa di pisahkan. Carok merupakan simbol 
kesatria dalam memperjuangkan harga diri (kehormatan). Hal ini muncul di 
kalangan orang-orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda abad 18 
M. Celurit di gunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata 
terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit di simbolkan 
sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Bahwa kalau ada persoalan, 
perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan 
kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga 
diri. Istilahnya, daripada putih mata lebih baik putih tulang. Artinya, lebih 
baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu.  
Penyelesaian dengan cara carok pasti salah satu ada yang mati. 
Oleh karena itu walaupun salah satu khasanah budaya rakyat Indonesia, 
Pemerintah tetap menetapkan sebagai pelanggaran hukum. 
 
E. Senjata Api  
Menurut Bambang Semedi (2008:18) senjata api di artikan sebagai 
berikut : 
Setiap alat yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang 
dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang di rancang atau 
di ubah, atau yang dapat di ubah dengan mudah agar 
mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang di 
hasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat 
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tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang drancang 
atau di masudkan untuk di pasang pada alat demikian.  
 
Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan :Senjata api adalah salah satu 
alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang 
pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar 
angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang 
penggunannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan 
agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas 
telah di tetapkan jika senjata api hanya di peruntukan bagi angkatan 
bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan 
Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan 
keamanan penggunaan senjata api diatur dalam intruksi Presiden 
dimaksud, dalam arti senjata api tidak dapat di pergunakan atau di 
manfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat di benarkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 
Penyalahgunaan senjata api rakitan merupakan tindakan yang 
melanggar hukum dan menggangu keamanan serta kesejahteraan 
masyarakat dan negara. Di indonesia banyak sekali di jumpai pengrajin 
senjata api yang di rakit untuk digunakan kepentingan pribadi dan 
kelompok dalam melakukan aksi tawuran maupun aksi kejahatan seperti 
perampokan. 
24 
Di Makassar sendiri sering kita melihat atau mendengar antar dua 
kelompok mahasiswa yang tawuran atau bertikai yang terkadang 
mengunakan senjata tajam dan senjata api rakitan, sehingga 
menyebabkan banyak jatuh korban. Oleh karena itu penyalahgunaan 
senjata api rakitan sangat berbahaya dan butuh penaganan serius, karena 
akan menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. 
Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut di lakukan untuk mencegah 
terjadinya perbuatan yang tidak di inginkan oleh masyarakat seperti 
penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada 
peraturan yang tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1948 
tentang pendaftaran dan pemberian ijin kepemilikan senjata api, dalam 
pasal 9 undang-undang tersebut di katakan bahwa “setiap orang haruslah 
memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah di tetapkan 
oleh kepala kepolisian Negara”. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin 
haruslah melalui kepala kepolisian Negara. 
Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api di perbolehkan 
untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang 
diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. 
Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras di peruntuhkan agar 
tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. 
Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat di 
artikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai 
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dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata 
api ini apabila senjata api di pergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau 
maksud penggunaan dari senjata api tersebut.  
 
F. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Tajam dan Senjata Api 
Mengutip peraturan yang tercantun dalam undang-undang nomor 8 
tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan senjata 
api, dalam pasal 9 undang-undang tersebut di katakan bahwa: 
Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai 
dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata 
api menurut contoh yang di tetapkan oleh kepala kepolisian negara 
“. Dengan dasar ini, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau 
pemakaian senjata api (AKSA) harus ditanda tangani langsung oleh 
kapolri dan tidak bisa di delegasikan kepada pejabat lain seperti 
kapolda. Untuk kepentingan pengawasan, polri juga mendasarkan 
sikapnya pada undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang 
kewenangan perizinan menurut undang-undang senjata api. 
 
Menurut undang-undang tersebut, ada persyaratan-persyaratan 
utama yang harus di lalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun 
swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin 
inipun hanya di keluarkan untuk kepentingan yang di anggap layak. 
Misalnya, untuk olahraga, izin hanya di berikan kepada Perbakin yang 
sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan 
memiliki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan 
dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api. Selain itu, 
ada juga perorangan seperti pejabat pemerintahan, misalnya Gubernur, 
Direktur Bank, Direktur Pertamina, atau perorangan dari swasta yang lain 
yang di anggap membutuhkan senjata api untuk keperluan beladiri karena 
situasi kerja dan tanggung jawab. 
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Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara 
lain, menyangkut jenis senjata yang bisa di miliki oleh perorangan 
tersebut. Untuk senjata genggam, hanya caliber 22 dan caliber 33 yang 
bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang)   
hanya dengan caliber 12 GA dan caliber 22. Jenis senjata yang di berikan 
adalah non standar ABRI (TNI dan POLRI), dengan jumlah maksimun dua 
pucuk perorang. Syarat lain, harus menyerahkan surat keterangan 
kelakuan baik (SKKB) menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki 
kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata di berikan pada 
orang yang tidak mahir menembak di kwatirkan justru membahayakan 
keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan 
latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas. Seorang calon 
pemilik atau pengguna senjata api serta mendapatkan rekomendasi dari 
Kapolda dan kepala Badan Intelejen TNI. Bahkan pengguna senjara api 
dari kalangan satuan pengaman (satpam) juga harus melalui prosedur. 
1. Undang-Undang (Dtr) No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api 
Dan Bahan Peledak (Ln. Tahun 1951 Nomor 78) 
Perumusan delik 
Pasal 1 
- Barang siapa 
- Tanpa hak 
- Memasukkan ke Indonesia Membuat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan atau memcoba menyerahkan, 
meguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari 
Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan 
peledak. 
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Pasal 2: 
-  Barang siapa 
- Tanpa hak 
- Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memcoba 
memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, 
menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau 
senjata penusuk (slag of stoot wapen) 
 
Ancaman pidana 
Pasal 1: maksimun pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau penjara 20 tahun. 
Pasal 1 : maksimun pidana penjara sepuluh tahun. 
2. Undang-Undang (Dtr) No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api 
Dan Bahan Peledak (Ln. Tahun 1951 Nomor 78) 
Pasal 1: 
1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, menyangkut menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum 
dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup 
atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh 
tahun. 
2. Yang di maksudkan dengan pengertian senjata api termasuk 
juga segala barang sebagaimana di terangkan dalam pasal 1 
ayat 1 dari peraturan senjata api (vuurwapenregeling : in,-uit- 
door-voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 no. 170), yang telah di 
ubah dengan ordonnantie tanggal 30 mei 1939 (Stbl. No. 278), 
tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata 
yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang kuno atau 
barang-barang ajaib (merkwaardighead), dan bukan pula 
sesuatu senjata yang  tetap tidak dapat terpakai atau di buat 
sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. 
3. Yang di maksud dengan pengertian bahan peledak termasuk 
semua barang yang dapat meledak, yang di maksudkan 
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dalam ordonnnantie tanggal 18 sebtember 1893 (Stbl. 234), 
yang telah di ubah terkemudian sekali dengan Ordinnantie 
tanggal 9 mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesiu, bom-
bom pembakar, ranjau-ranjau (meinen), granat-granat tangan 
dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang 
merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische 
verbindigen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan 
peledak (explosieven mengsels) atua bahan peledak 
pemasukan (inleidende exploeisieven), yang di pergunakan 
untuk meledakkan lain-lain bahan peledak, sekedar belum 
termasuk dalam pengertian munisi. 
 
Pasal 2 : 
1. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai 
dalam milikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 
(slagsteek-of stootwapen), di hukum dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sepuluh tahun. 
2. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata  penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk dalam pasal-
pasal yang nyata-nyata di masukkan untuk di pergunakan 
guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau 
kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-
nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang 
kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). 
 
Pasal 3 : 
Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut undang-
undang darurat ini di pandang sebagai kejahatan 
 
Pasal 4 : 
1. Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat di hukum menurut 
undang-undang darurat ini di lakukan oleh atau atas kekuasan 
suatu badan hukum, maka penuntutan dapat di lakukan dan 
hukuman dapat di jatuhkan kepada pengurus atau wakilnya 
setempat. 
2. Ketentuan pada ayat 1 di muka berlaku juga terhadap badan-
badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari 
suatu badan hukum lain. 
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Pasal 5 : 
1. Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau 
terhadap mana suatu perbuatan  yang terancam hukuman 
pada pasal 1 atau 2, dapat di rampas, juga bilamana barang-
barang itu tidak kepunyaan siterdakwa. 
2. Barang-barang atau bahan-bahan yang di rampas menurut 
ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap 
barang-barang itu oleh atau pihak menteri pertahanan untuk 
kepentingan negara di berikan tujuan lain. 
 
Pasal 6: 
Yang di serahi untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang 
dapat di hukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-
orang yang pada umumnya telah di tunjuk untuk mengusut 
perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum juga orang-orang, 
yang dengan peraturan undang-undang telah atau akan di tunjuk 
untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran–
pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan 
bahan-bahan peledak. 
Pegawai-pegawai pengusut atau orang-orang yang 
mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang 
mereka anggap perlu untuk di masukinya, untuk kepentingan 
untuk menjalankan dengan seksama tugas mereka. Apabila 
mereka di halangi memasukinya, mereka jika perlu dapat 
meminta bantuan dari alat kekuasaan. 
 
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari 
kehidupan bersama. Oleh karena itu, para ahli hukum selalu berusaha 
mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. 
Penanggulangan kejahatan emperik (A.S, Alam 2010:79) terdiri atas tiga 
bagian pokok, yaitu: 
1. Pre-Emtif 
Bahwa yang dimaksud dengan upaya pre-emfit disini adalah 
upaya-upaya awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang di lakukan dalam 
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penangulangan kejahatan secara pre-emfit adalah menanamkan 
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif, 
faktor niat menjadi hilang, meskipun ada kesempatan. Cara ini 
pencegahan ini berasal dari NKK yaitu, Niat + Kesempatan terjadinya 
Kejahatan.  
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah 
menghilangkan kesempatan untuk di lakukan kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini di lakukan pada saat telah terjadi tindak pidana kejahatan 
yang berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 
hukuman. Penanggulangan setelah terjadi kejahatan pada dasarnya di 
sebut represif yaitu pemberian sanksi atas setiap pelanggaran peraturan 
yang berlaku. Sanksi yang di berikan pun berbeda-beda sesuai dengan 
berat ringannya perbuatan yang di lakukan. Tindakan represif ini berupa 
menekan secara psikis terhadap pelaku kejahatan yang bila mana diulangi 
lagi akan menimbulkan kerugian terhadap diri sendiri di bandingkan 
kerugian bagi masyarakat umumnya. Hakikat dari tindakan ini adalah 
menakut-nakuti para pelaku atau mantan pelaku suatu kejahatan agar 
tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang telah di lakukan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat di 
laksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas, 
maka penelitian yang di gunakan meliputi:  
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di POLRESTABES 
Kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa 
Polrestabes Kota Makassar adalah tempat dimana terdapat banyak 
barang-barang sitaan mengenai senjata tajam dan senjata api rakitan dan 
tempat para terpidana tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan yang merupakan objek sasaran dalam penelitian yang 
di lakukan penulis.  
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan Penulis dalam proses penyusunan ini 
adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu dari dari informasi 
yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak 
terkait dengan penulisan ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau 
dokumen yang di peroleh dari instansi terkait di lokasi penelitian penulis.  
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Adapun sumber data yang Penulis peroleh secara tidak langsung 
oleh peneliti dari sumber pertamanya, seperti buku-buku dan referensi lain 
yang menyangkut data yang diperlukan dalam penulisan ini, serta melalui 
perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan 
beberapa cara, yaitu: 
1. Wawancara (interview) dilakukan dengan jalan mengadakan 
wawancara dengan informan, dan aparat kepolisian 
POLRESTABES Kota Makassar.  
2. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu untuk mengumpulkan 
data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi 
hukum, peraturan perundangan-undangan, dan dokumen-dokumen 
dari instansi terkait untuk memperoleh data.  
 
D.  Analisis Data 
Setelah data terkumpul dan di anggap mencukupi, baik dari data 
primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut di analisis 
secara kualitatif, data tersebut di analisis secara deskriptif guna 
memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari berbagai 
problematika antar manusia yang dipicu oleh berbagai faktor. Hal ini 
sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, sikap dan pola 
pikir dan interaksi yang terjadi didalam suatu lingkungan membawa 
berbagai perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam semua 
sendi kehidupan. Adanya berbagai pandangan yang berbeda-beda 
membuat hubungan antar individu yang satu dengan yang lainnya, 
bahkan kelompok harus saling berhubungan, sebagaimana sifat manusia 
sebagai zoon politicon atau mahluk yang bermasyarakat yang tidak dapat 
hidup tanpa bantuan orang lain. 
Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang dimaksudkan 
adalah terjadinya perkelahian antar kelompok yang telah menimbulkan 
kerugian yang tidak sedikit, baik korban jiwa maupun harta benda. 
Disamping itu pula keadaan masyarakat yang majemuk dengan pola dan 
tingkah laku yang berbeda-beda dapat pula memengaruhi terjadinya 
kelakuan yang menyimpang dalam masyarakat heterogen berbaur 
menjadi satu badan kegiatan.  
Seringkali dalam pola hubungan antar individu dan kolompok 
menimbulkan sebuah kesalahpahaman dan konflik sehingga seringkali 
terjadi konflik yang berkelanjutan, dan untuk menyelesaikan biasanya 
individu atau kelompok menggunakan senjata tajam dan senjata api 
rakitan sebagai bentuk dari defensive dan opensif yang dilakukan. 
34 
Terjadinya perkelahian antar kelompok mahasiswa di Kota 
Makassar dari tahun ke tahun memperlihatkan angka yang tidak tetap, 
bahkan menunjukkan adanya peningkatan, dengan berbagai macan faktor 
penyebabnya. Para pelaku pengelompokkan dirinya dengan 
memperlihatkan dan menonjolkan segala kemampuan yang ada pada 
dirinya, merasa hebat, paling berani, paling dikenal, eksis dan merasa di 
takuti oleh kalangan disekitarnya. 
Aksi perkelahian antar kelompok mahasiswa ini sudah bukan aksi 
perkelahian biasa sebab sudah menggunakan senjata tajan dan senjata 
api rakitan yang standar kegunaannya setara dengan yang biasa 
digunakan aparat kepolisian. Penyalagunaan senjata tajam dan senjata 
api rakitan oleh mahasiswa dalam perkelahiannya, ini membuktikan 
bahwa masih lemahnya undang-undang serta aturan yang diberlakukan 
oleh pemerintah dalam mengatasi masalah penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan. Atau bahkan belum adanya penaganan serius dari 
kepolisian untuk mengatasi penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan dikalangan mahasiswa.  
Dari berbagai perkelahian yang terjadi antar mahasiswa atau 
kelompok mahasiswa di Kota Makassar biasanya diwarnai dengan 
berbagai senjata tajam dan senjata api rakitan sebagai alat perkelahian 
mereka. Ini didasarkan sebagai bentuk defensive dan opensif yang 
ditunjukkan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa. Tak jarang dari 
aksi perkelahian ini menimbulkan korban antara kedua pihak, bahkan 
sampai ada yang meninggal dunia.  
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Tentu saja aksi perkelahian antar mahasiswa atau kelompok 
mahasiswa ini menimbulkan keresahan dan ketakutan masyararakat 
sekitar. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengatasi perkelahian antar 
kelompok mahasiswa memerlukan penaganan yang serius dari kepolisian 
sebab sudah menggunakan senjata tajan dan senjata api rakitan.  
A.  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Senjata 
Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh para Mahasiswa. 
Problematika yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat 
sudah merupakan hukum alam sebagai bentuk dari mahluk sosial. 
Perubahan telah melanda pemahaman, penghayatan dan pengalaman 
akan serta keyakinan dan norma-norma kepatuhan yang ada dalam 
masyarakat itu sendiri. Perubahan juga telah melanda tata pemahaman 
tata nilai dan adat istiadat, pola tingkah laku yang lama hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. 
Perkelahian antar mahasiswa dan kelompok mahasiswa adalah 
sesuatu yang mendasar sifatnya, sebab merupakan suatu tindakan yang 
spontanitas dengan pengaruh rasa solidaritas yang berdampak negatif. 
Perkelahian antar mahasiswa atau kelompok mahasiswa bukan persoalan 
dara muda lagi. Sejak dahulu perkelahian antar mahasiswa atau kelompok 
mahasiswa sudah sering terjadi namun sekarang sudah terjadi perubahan 
besar, tingkat agresifitas atau keinginan kuat para mahasiswa atau 
kelompok mahasiswa semakin besar sebab telah menggunakan senjata 
tajam dan senjata api rakitan, yang dimana kemungkinan besar dapat 
menghilangkan nyawa seseorang. Para mahasiswa atau kelompok 
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mahasiswa yang terlibat aksi perkelahian ini sudah tidak memikirkan apa-
apa lagi selain mengandalkan ego individu atau kelompok untuk 
menghabisi lawannya. 
Oleh karena itu butuh penaganan serius terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa, supaya tidak jatuh korban yang lebih banyak lagi. 
Berdasarkan data primer (wawancara yang dilakukan Penulis oleh 
salah satu anggota kepolisian staf Reskrim POLRESTABES Kota 
Makassar) tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata tajan dan 
senjata api rakitan oleh para mahasiswa yang terlibat aksi tawuran di Kota 
Makassar. 
Berikut akan Penulis tunjukkan tabel kasus tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan oleh para 
mahasiswa yang terlibat aksi tawuran di Kota Makassar 5 tahun terakhir. 
Tabel 1. Tindak pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan 
Senjata Api Rakitan di Kalangan Mahasiswa pada 
POLRESTABES Kota Makassar Tahun 2010-2014. 
 
No Nama Umur Tahun 
1 Rahmat 20 2010 
2 Indra Lesmana 24 2010 
3 Ibrahim 20 2011 
4 Rahmat Ardiansyah 20 2012 
5 Ahmad Riadi 22 2012 
6 Endang 25 2012 
7 Muh. Alif 20 2013 
 Sumber data : POLRESTABES Kota Makassar 2014  
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Berdasarkan pada tabel 1 tercatat bahwa tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di kalangan 
mahasiswa di Kota Makassar adalah sebanyak 7 kasus selama 5 tahun. 
Pada tahun 2010 terdapat dua kasus yaitu kasus tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam. Menurut pihak kepolisian POLRESTABES 
Kota Makassar “Tindak penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan 
kedua mahasiswa ini di latar belakangi karena perkelahian yang dilakukan 
dengan menggunakan senjata tajam”  
Pada tahun 2011 hanya terdapat satu kasus tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dikalangan mahasiswa. Ini menunjukkan 
adanya penurunan satu kasus di bandingkan pada tahun 2010. Tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan mahasiswa ini 
karena kedapatan membawa senjata tajam pada saat kepolisian 
melakukan rasia senjata tajam dan senjata api rakitan. 
Pada tahun 2012 tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan mengalami peningkatan di bandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Terdapat 3 kasus, masing-masing dilakukan mahasiswa 
dengan kampus yang berbeda. Dapat kita lihat bahwa variabel tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam mengalami pasang surut. 
Sedangkan pada tahun 2013 hanya terdapat satu kasus tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa. Itupun hanya kedepatan membawa senjata tajam pada saat 
berada di area publik. 
38 
Dan pada tahun 2014 tidak ada laporan yang masuk di 
POLRESTABES Kota Makassar tentang tindak pidana penyalahgunaan 
senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa.  
Dapat disimpulkan bahwa variabel tindak pidana penyalahgunaan 
senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa tidak terdapat 
kasus ini disebabkan karena belum adanya laporan yang masuk di 
kepolisian serta masih ada kasus yang belum diproses. Ini dapat kita lihat 
pada tabel 1 diatas yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya kasus 
tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa mengalami pasang surut. Ini disebabkan karena 
adanya pra kondisi atau momen-momen tertentu dari setiap kasus tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan yang 
`dilakukan mahasiswa. 
Dengan melihat variabel tindak pidana penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan yang di lakukan mahasiswa tidak statis, ini 
dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada waktu-waktu tertentu dimana 
mahasiswa melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan. Namun berdasarkan hasil pengamatan Penulis di 
lapangan, paling tepatnya pengamatan dalam lingkungan mahasiswa 
yang terlibat aksi perkelahian, bukan hanya menggunakan senjata tajam 
namun juga menggunakan senjata api rakitan seperti papporo dan 
beceng.  
Senjata khas dari masing-masing daerah ini kerap di gunakan 
mahasiswa atau kelompok mahasiswa saat melakukan aksi perkelahian. 
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Ini membuktikan bahwa aksi perkelahian antar mahasiswa ini sudah 
mencakup rana tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata 
api rakitan yang harus segera di atasi oleh pihak kepolisian. Salah satu 
hasil wawancara dengan seorang mahasiswa yang pernah terlibat aksi 
perkelahian yang menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan.  
“Saat kami melakukan tawuran atau perkelahian dengan kelompok 
mahasiswa yang lain, kami sering menggunakan senjata api rakitan 
seperti papporo dan beceng, ini kami gunakan sebagai salah satu 
bentuk untuk membela diri juga untuk melukai lawan sebagai 
bentuk pembalasan karena mereka sudah melukai salah satu 
teman kami, dan kami tidak akan berhenti menggunakannya 
sampai ada lawan kami yang juga harus jadi korban. Selain itu 
papporo dan beceng ini sudah menjadi ciri khas daerah kami jadi 
harus kami gunakan untuk menunjukkan kelawan-lawan kami 
supaya mereka takut”. (Hasil wawancara dengan salah satu 
mahasiswa yang pernah terlibat aksi tawuran dan perkelahian antar 
mahasiswa. 23 Februari 2014). 
   
Dapat kita simpulkan bahwa saat antar mahasiswa dan kelompok 
mahasiswa terlibat aksi perkelahian atau tawuran bukan cuman hanya 
menggunakan senjata tajam, akan tetapi juga sudah menggunakan 
senjata api rakitan yang jika di biarkan terus menerus akan berdampak 
pada rusaknya moralitas mahasiswa dan tatanan dalam bermasyarakat. 
Berikut Penulis akan uraikan faktor penyebab utama dari tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan yang 
dilakukan mahasiswa. 
1. Pada saat terjadi perkelahian dikalangan mahasiswa, sehingga 
memicu tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan. 
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2. Faktor kesadaran hukum di kalangan mahasiswa masih minim, 
sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu mahasiswa 
menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. 
3. Adapun faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya tindak 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa adalah pada saat melakukan pesta demokrasi 
dikampus mereka. Terkadang dalam moment ini jatuh korban, baik 
yang hanya sampai masuk rumah sakit maupun ada juga yang 
sampai meninggal dunia serta rusaknya fasilitas kampus maupun 
fasilitas umum lainnya. 
4. Pada saat melakukan aksi demo yang melibatkan sebagian 
mahasiswa yang tidak bertanggung jawab dibawah pengaruh 
alkohol yang memicu aksi anarkis yang menggunakan senjata 
tajam dan senjata api rakitan. 
5. Adanya perkelahian antar etnis yang kerap terjadi di kalangan 
mahasiswa baik dalam kampus maupun diluar kampus yang pada 
saat terjadi perkelahian para mahasiswa dari kedua etnis ini 
menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. 
Dari berbagai aksi perkelahian yang dilakukan antar mahasiswa 
dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan ini 
berdampak pada kerusakan-kerusakan terhadap fasilitas umum dan 
pribadi, sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, 
pemerintah serta mahasiswa itu sendiri. 
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Berikut Penulis akan tampilkan tabel kerugian atau kerusakan-
kerusakan yang disebabkan dari tindak pidana penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan oleh para mahasiswa saat terjadi 
perkelahian. 
Tabel 2 : Kerugian Materil Dan Non Materil Dari Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Senjata Tajam Dan Senjata Api 
Rakitan Dikalangan Mahasiswa 2010-2014 
 
No Tahun Jenis Kerugian  Jumlah 
 
1 
 
2010 
 
- Rambu lalu lintas 
- Rumah rusak 
- Masuk rumah sakit 
 
1 
2 
1 
2 2011 - Rambu lalu lintas 
- Trotoar rusak 
- Meninggal 
- Masuk rumah sakit 
2 
1 
1 
2 
3 2012 - Rambu lalu lintas 
- Motor dibakar 
- Trotoar rusak 
- Masuk rumah sakit 
2 
1 
2 
3 
4 2013 - Rambu lalu lintas 
- Rumah rusak 
- Trotoar rusak 
- Meninggal  
3 
3 
2 
1 
5 2014                  - - 
                 Total 27 
 Sumber data : Polrestabes Kota Makassar 2014 
 
Dari tabel 2 diatas Nampak sekali bahwa jumlah kerugian materi 
cukup banyak yakni 27 kerusakan. 
Pada tahun 2010 aksi perkelahian mahasiswa menimbulkan 
berbagai kerusakan dan kerugian baik fasilitas umum maupun dari 
kalangan mahasiswa sendiri. Tercatat beberapa kerusakan yang di 
timbulkan dari perkelahian mahasiswa yang menggunakan senjata tajam 
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dan senjata api rakitan antara lain: kerusakan rambu lalu lintas 1 buah, 
rumah rusak 2 buah, dan masuk rumah sakit 1 orang. 
Pada tahun 2011 kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan api rakitan dikalangan mahasiswa 
yaitu: kerusakan rambu lalu lintas 2 buah, trotoar rusak 1 buah, meninggal 
dunia 1 orang. 
Sedangkan tahun 2012 kerugian materi baik fasilitas umum 
maupun dari kalangan mahasiswa sendiri adalah rambu lalu lintas 2 buah, 
motor 1 buah, masuk rumah sakit 3 orang. 
Pada tahun 2013 dampak dari aksi penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa adalah rambu lalu lintas 3 
buah, rumah rusak 3 buah, trotoar rusak 2 buah, meninggal dunia 2 orang. 
Sedangkan pada tahun 2014 belum ada laporan yang masuk di 
POLRESTABES Kota Makassar tentang aksi penyalahgunaan senjata 
tajam senjata api rakitan.  
Dapat kita simpulkan bahwa aksi perkelahian atau tawuran yang 
berujung pada tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata 
api rakitan yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum dan pribadi 
dari kalangan mahasiswa menunjukkan angka yang tidak statis dari tahun 
ketahun. Tergantung pada skala dan jumlah yang terlibat pada saat terjadi 
perkelahian, serta tingkat agresifitas mahasiswa apalagi ada diantara 
teman mereka yang sampai meninggal dunia. 
Kerusakan-kerusakan fasilitas umum dan pribadi yang di timbulkan 
dari aksi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
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rakitan dikalangan mahasiswa, membawa kerugian yang sangat besar 
serta ketakutan dari masyarakat saat terjadi perkelahian antar kelompok 
mahasiswa ini. Dari berbagai aksi perkelahian mahasiswa yang 
menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan menimbulkan reaksi 
negatif dari masyarakat. Sebab mahasiswa yang selama ini di kenal 
sebagai kaum intelektual, pembela masyarakat ketika kebijakan 
pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat telah berubah menjadi 
mahasiswa yang gemar akan perkelahian dan tawuran yang menimbulkan 
keresahan bagi masyarakat. Apalagi dalam aksi perkelahian tersebut 
terjadi tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. 
Seperti halnya ketika aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa 
sebagai reaksi dari penolakan kenaikan BBM dan anti korupsi baru-baru 
ini diwarnai dengan bentrok antara mahasiswa versus masyarakat yang 
berujung pada jatuhnya korban dan rusaknya fasilitas umum dilokasi 
kejadian. Ini membuktikan bahwa adanya pergeseran paradigma dan 
pendapat masyarakat yang awalnya berada dipihak mahasiswa dan 
melebur bersama mahasiswa ketika menolak kebijakan pemerintah yang 
tidak pro kepada masyarakat. Kepercayaaan masyarakat terhadap 
mahasiswa sudah hilang, ini disebabkan karena aksi perkelahian dan 
tawuran serta tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan dikalangan  mahasiswa yang berdampak pada kerusakan fasilitas 
umum dan rumah warga serta menimbulkan keresahan dan ketakutan di 
lingkungan masyarakat. 
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Namun jika di biarkan terus menerus mungkin akan lebih banyak 
kerusakan yang ditimbulkan walaupun di tahun 2014 belum ada laporan 
yang masuk namun tidak menutup kemungkinan jika tidak diatasi segera 
maka akan lebih buruk lagi.   
Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa. Pihak kepolisian POLRESTABES Kota Makassar mempelajari 
kasus-kasus yang terjadi dari setiap tahunnya, agar penaganan tindak 
pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
dapat di lakukan dengan efektif dan efisien.  
Dari berbagai kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa dari 5 tahun terakhir hanya 
terdapat 7 kasus. Namun seperti yang kita ketahui bahwa di Kota 
Makassar sering terjadi aksi perkelahian yang dilakukan mahasiswa baik 
individu maupun kelompok dengan menggunakan senjata api rakitan, 
namun kasusnya tidak sampai di POLRESTABES Kota Makassar. Sebab 
warga ada yang tidak melaporkannya dan ada juga pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan tidak tertangkap 
sampai sekarang sehingga tidak dapat diproses. 
Selain itu, bahkan kasus penyalahgunaan senjata api rakitan tidak 
ada kasus yang masuk di POLRESTABES Kota makassar sampai 5 tahun 
terakhir yang ada hanya tindak penyalahgunaan senjata tajam saja. 
Walaupun sering kita mendengar atau melihat perkelahian yang dilakukan 
mahasiswa menggunakan senjata api rakitan.  
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Dari berbagai bentuk penyalahgunaan senjata tajam dan senjata 
api rakitan dari kalangan mahasiswa yang terlibat aksi perkelahian di latar 
belakangi oleh beberapa faktor internal dan eksternal antara lain: 
a. Faktor Internal 
Faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang 
berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam 
menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang 
datang dari luar. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang biasanya 
tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. 
Maksudnya, mahasiswa atau kelompok tersebut tidak dapat 
menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, sosial 
budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin 
kompleks.  
Para mahasiswa atau kelompok mahasiswa mengalami hal ini akan 
lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir 
terlebih dahulu tentang akibat yang akan di timbulkan. Selain itu, 
ketidakstabilan emosi para mahasiswa atau kelompok mahasiswa juga 
memiliki andil dalam terjadinya aksi perkelahian dan tidak 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. Mahasiswa 
biasanya mudah frustasi tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka 
terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak jarang dari hal inilah 
yang menyebabkan terjadinya pergeseran antara mahasiswa atau 
kelompok mahasiswa yang menimbulkan perkelahian sehingga 
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menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan.  
b. Faktor eksternal 
Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 
senjata tajam dan senjata api rakitan juga disebabkan faktor eksternal dan 
biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap mahasiswa atau 
kelompok mahasiswa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
senjata tajam dan senjata api rakitan. Berikut faktor-faktor eksternal yang 
penyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan:  
1. Faktor Lingkungan 
 Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab 
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata 
api rakitan dikalangan mahasiswa dan kelompok mahasiswa yang 
bertikai. Hal ini bisa terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari 
lingkungan masing-masing mahasiswa yang sudah sering terlibat 
aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di 
lingkungan para mahasiswa sudah menggunakan senjata tajam 
dan senjata api rakitan. Seperti yang kita ketahui bahwa disetiap 
daerah memiliki senjata tajam dan senjata api rakitan yang 
merupakan ciri khas dari daerah tersebut.  
 Yang biasa mereka gunakan saat terjadi perkelahian di 
daerah mereka, sehingga ini merupakan efek lingkungan bagi 
mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang susah untuk di 
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hilangkan. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi 
perkelahian dari kalangan mahasiswa atau kelompok mahasiswa 
mereka menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan dari 
daerah mereka sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan 
sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya. Sehingga dari aksi 
perkelahian ini jatuh korban, baik dari pihak yang bertikai maupun 
tempat terjadinya aksi perkelahian. Bahkan sudah banyak yang 
menelan korban jiwa akibat dari penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan dikalangan mahasiswa dan kelompok 
mahasiswa. 
 Oleh karena itu pemahaman tentang penggunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan harus di mulai dari pemahaman 
tentang dampak yang di timbulkan dari penyalahgunaan senjata 
tajam senjata api rakitan bagi mahasiswa. Apa lagi mahasiswa 
sudah menyandang predikat kaum intelektual yang sepantasnya 
meninggalkan kebiasan-kebiasan primitif untuk menyelesaikan 
sebuah masalah.  
2. Faktor Solidaritas atau Kebersamaan 
 Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan bagi 
kalangan mahasiswa dan kelompok mahasiswa adalah adanya 
rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok mahasiswa yang 
terlibat aksi perkelahian. Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling 
menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar 
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kelompok mahasiswa, sehingga perkelahian antar mahasiswa yang 
biasanya hanya sebatas antar individu saja kini mencakup skala 
yang besar karena sudah melibatkan mahasiswa yang jumlahnya 
lebih banyak dan menyebabkan potensi jatuh korban yang lebih 
besar pula. Menurut POLRESTABES Kota Makassar aksi 
perkelahian antar kelompok mahasiswa ini disebabkan karena 
adanya rasa senasib yang dialami teman sedaerahnya sehingga 
timbul sebuah ego daerah yang tidak ingin di rendahkan oleh 
daerah lain. 
3. Faktor teknologi 
 Kemajuan teknologi mengantar perubahan yang sangat 
besar dalam kehidupan masyarakat yang menyentuh sendi-sendi 
kehidupan masyarakat baik dari perkotaan sampai pada daerah. 
Hal ini ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang sudah 
memperkenalkan hasil karya mereka dari segi tehnologi. baik dari 
alat rumahan sampai pada tehnologi perang. Selain dari 
kemampuan menciptakan tehnologi juga didukung karena adanya 
akses yang luas untuk mendapatkan barang-barang yang di 
inginkan. sehingga dengan mudahnya mengakses barang-barang 
yang di ingin, tidak jarang ada pula oknum-oknum yang 
memanfaatkan kemudahan dari tehnologi ini.  
 Dari kemajuan tehnnologi ini banyak dari kalangan 
mahasiswa ini mampu menciptakan sebuah senjata tajam dan 
senjata api rakitan. Awalnya hanya di jadikan sebagai buah karya 
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namun lama kelamaan hasil karyanya ini dijadikan sebagai alat 
untuk mempertahankan diri dari ancaman bagi mereka. 
Dan banyak juga yang menyalahgunakan dari hasil karya daerah 
mereka yang di jadikan alat dalam perkelahian. 
4. Faktor Sosial Budaya 
  Kehidupan dengan adat istiadat yang berbeda-beda 
sebenarnya suatu alat untuk mempersatukan ikatan persaudaraan 
yang lebih tinggi. Namun, tidak jarang justru ini menjadi pemicu 
timbulnya perkelahian antar kelompok mahasiswa karena 
perbedaan etnis semata. 
  Wilayah kota Makassar merupakan tempat bermukimnya 
penduduk dengan berbagai etnis bugis Makassar dan tidak pula 
menutup kemungkinan ada etnis-etnis lain yang berbaur menjadi 
satu dalam aktivitas sehari-hari. 
  Siri’ dalam adat bugis Makassar sangat dijunjung tinggi 
sebab tanpa siri’ sama halnya dengan kematian “maksudnya disini” 
adalah dalam etnis bugis Makassar siri’ merupakan inti kebudayaan 
Sulawesi Selatan, yang menjadi inspirasi dari setiap gerak langkah 
orang-orang bugis-makassar kapan dan dimanapun dia berada. 
Pengertian siri’ itu sendiri adalah rasa malu/harga diri. Etnis lain 
seperti toraja pun memiliki siri’ namun pengaruhnya tidaklah 
sesakral dengan apa yang ada dalam tubuh etnis Bugis-Makassar. 
Terkadang perbedaan rasa ini pemicu terjadinya perkelahian antar 
kelompok. Maka bermunculan kelompok-kelompok yang 
membawakan kelebihan masing-masing. 
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  Kelompok-kelompok inilah yang sering membuat tindakan 
dan menjurus kearah perkelahian antar kelompok. Konflik social 
yang berakar pada kebudayaan merupakan sumber terjadinya antar 
kelompok ini hampir-hampir menjurus pada kerusahan sara. 
Bentrokan antar satu kebudayaan yang lain akan melemahkan 
norma yang ada sehingga kontrol sosial yang ada pada masyarakat 
akan melemah. 
  Dengan melemahnya kontrol sosial tersebut, membuat 
individu yang membentuk suatu komonitas masyarakat akan 
bertindak sendiri tanpa memperdullikan lagi norma yang telah 
disepakati. 
5. Faktor Dendam 
  Faktor dendam banyak mempengaruhi sebab terjadinya 
perkelahian antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar dengan 
latar belakang di permalukan atau tidak terima karena sudah di 
pukul oleh kelompok mahasiswa yang lain. Ini biasanya terjadi pada 
salah satu anggota kelompok mahasiswa yang tidak diterima karena 
dipukul sehingga memberitahukannya kepada teman-teman 
kelompoknya. Sehingga mereka pun membalas apa yang dilakukan 
kepada anggota kelompoknya sehingga perkelahian antar kelompok 
ini tidak terhindarkan lagi. (wawancara di salah satu kampus Kota 
Makassar, 15  Februari  2014).  
 Salah satu contoh kasus yang melatarbelakangi dendam ini 
adalah jatuh korban yang meninggal dunia pada salah satu 
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mahasiswa di perguruan tinggi yang mengakibatkan perkelahian 
antar mahasiswa dan kelompok mahasiswa berlanjut.  
Sunandar Sudirman (21) pelaku pembunuh Geis Setyawan, 
mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI), terancam hukuman 
penjara seumur hidup. Ia diduga melakukan perencanaan sebelum 
menikam Geis hingga tewas pada 21 April 2013. Dugaan itu 
diperkuat setelah hasil rekonstruksi ulang peristiwa pembunuhan, 
Minggu (26/1) pagi Reka ulang menunjukkan pelaku sengaja 
mencari korban karena alasan dendam. Dalam rekontruksi, pelaku 
peragakan sedikitnya 17 adegan. 
Polisi melakukan reka ulang adegan pembunuhan di lima (5) 
lokasi berbeda. Total 17 adegan menceritakan kronologi 
kejadiannya secara berturut-turut. Puncaknya, ketika pelaku 
menikam Geis di jalan Racing Centre, Kecamatan Panakkukang. 
Reka ulang dimulai dengan adegan dimana pelaku meninggalkan 
rumah orang tuanya di Kompleks Griya Mulya Asri, jalan Daeng 
Ramang, Biringkanaya. Dengan menyelipkan badik di pinggang, ia 
mengendarai sepeda motor ke arah jalan Racing Centre. Geis 
sempat singgah mengisi bahan bakar di sebuah SPBU sebelum 
menuju kamar kos rekannya di jalan Racing Centre. 
Di sana ia meminta rekannya AI untuk dibonceng keluar 
dengan sepeda motor. AI hingga kini masih buron. "Ia merupakan 
saksi kunci kejadian ini," kata Gani ditengah perjalanan, tepat di 
samping sebuah masjid, Nandar dan AI berpapasan dengan Geis 
yang juga bersepeda motor. Awalnya mereka sempat beradu mulut. 
Nandar kemudian menikam Geis di bagian pinggang yang langsung 
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jatuh bersimbah darah. Sedangkan Nandar, membuang badiknya di 
kanal dan kabur ke kamar kos rekannya yang lain, bernama Rambo. 
"Sebelum kejadian, Geis menganiaya adik pelaku. (sumber : Tribun 
Timur). 
 Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa disebabkan oleh 
berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi 
masyarakat. Karena dari aksi tindak penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan di kalangan mahasiswa membawa kerugian yang 
sangat besar bagi masyarakat serta kerusakan fasilitas umum yang 
sangat dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas sehari-harinya.  
 Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa memang sangat besar dan butuh penaganan serius, sebab 
sudah menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap fasilitas umum dan 
rumah warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan rasia senjata 
tajam dan senjata api rakitan guna mencegah terjadinya tindak 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan yang lebih besar 
lagi. Namum ketika melihat setiap aksi perkelahian yang dilakukan 
mahasiswa yang menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan 
hanya sebagian kecil dari mahasiswa yang terlibat dari aksi 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. Selain itu ada 
keterlibatan oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab terhadap 
aksi perkelahian yang dilakukan mahasiswa yang sampai menggunakan 
senjata tajam dan senjata api rakitan. sebagaimana kita ketahui baru-baru 
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ini kita sedang melaksanakan pesta demokrasi yang berujung pada 
bentrokan yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan fasilitas 
umum. Dalam kejadian ini pemicu utamanya adalah mahasiswa yang di 
tunggangi oleh elite politik untuk melakukan aksi penolakan terhadap 
putusan, yang berujung pada aksi anarkis yang menggunakan senjata 
tajam dan senjata api rakitan. 
 Para mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang di tunggangi elit 
politik ini sebagai bentuk dukungan biasanya lebih agresif dalam 
melakukan kerusakan dan tidak ragu-ragu menggunakan senjata tajam 
dan senjata api rakitan sebab di belakang mereka ada kekuatan yang 
sangat besar yang mendukung mereka.  
 Melihat berbagai faktor dan dampak yang di timbulkan dari 
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan dikalangan mahasiswa memang sangat memprihatimkan sebab 
didalam diri mahasiswa sudah tidak ada lagi nilai-nilai moralitas, sikap 
empati dan simpati. 
Nilai-nilai sosial yang seharusnya ditanamkan dan dipengang teguh 
oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual, sosial of control dan agen of 
change sudah tidak memiliki makna yang berarti lagi sebab sudah 
tergesarkan dengan prilaku-prilaku primitive yang penyelesaian 
masalahnya dengan jalan kekerasan. 
 Selain itu idealisme yang selama ini di junjung tinggi oleh 
mahasiswa sudah bergeser kearah yang lebih pragmatis, hura-hura dan 
lain lain sebagainya. Namun jika dibiarkan terus menerus dari 
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penyimpangan yang dilakukan mahasiswa ini, maka kedepannya sudah 
tidak ada lagi generasi bangsa yang bermoral serta menjunjung nilai-nilai 
serta norma-norma yang berlaku didalam masyarakat dan bisa dipastikan 
bahwa bangsa ini akan mengalami kehancuran. 
 Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan 
senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa, harus 
dimulai dari diri mahasiswa itu sendiri, orang tua, pihak kampus, 
kepolisian serta undang-undang yang lebih kuat. Dengan begitu tindak 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa dapat dicegah. 
 
B. Upaya-Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk 
Mengatasi Penyalagunaan Senjata Tajam dan Senjata Api 
Rakitan dikalangan Mahasiswa. 
Perkelahian antar kelompok mahasiswa merupakan masalah yang 
harus mendapat perhatian serius untuk ditanggulangi. Dalam hal upaya 
penanggulangan ini pada umumnya ditempuh dengan dua macan cara 
yaitu cara preventif dan repsesif. 
1. Upaya Preventif 
a. Mengadakan Penyuluhan dan bimbingan 
Dalam bentuk upaya aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan di 
kalangan mahasiswa yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang 
dampak dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan. Bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan terjun 
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secara langsung kepada mahasiswa dengan cara persuasif. Selain itu 
sosialisasi yang dilakukan biasanya melalui sebuah workshop atau 
sebuah seminar tentang dampak dari tindakan penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan. 
Menurut Aiptu Awaluddin staf Reskrim POLRESTABES Kota 
Makassar (Wawancara tanggal 18, Februari 2014)  dalam keterangannya 
mengatakan bahwa salah satu bentuk yang efektif untuk mencegah atau 
mengurangi terjadinya tindak  pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan adalah dengan secara langsung bertemu dengan 
kalangan mahasiswa dalam sebuah kegiatan seminar atau workshop.  Ini 
merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah atau mengurangi 
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan.  
b. Bekerjasama dengan Pihak Kampus 
Dalam hal ini pihak kepolisian melakukan kerja sama dengan pihak 
kampus untuk mencegah terjadinya pidana penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan. Kerja sama yang dimaksud dalam hal ini adalah 
dengan memberikan laporan kepada pihak kepolisian jika melihat 
mahasiswa yang membawa atau menggunakan senjata tajam dan senjata 
api rakitan didalam lingkungan kampus apalagi sampai 
menyalahgunakannya didalam wilayah kampus. Oleh karena itu pihak 
kampus diharapkan lebih instens mengawasi mahasiswanya tentang 
tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan. 
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Dengan bgitu keadaan kampus pun bisa lebih kondusif dan steril dari 
tindaka-tindakan destrutktif. 
Berdasarkan hasil (wawancara di POLRESTABES Kota Makassar, 
18 Februari 2014) tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan di kalangan mahasiswa itu bisa di cegah dengan langsung pada 
lingungan mahasiswa itu sendiri. Sebab jika tidak diatasi langsung pada 
lingkungan mahasiswa akan sulit untuk mencegah tindak pidana 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa. Oleh karena itu kerjasama dari pihak kampus sangat 
membantu dalam hal mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan dikalangan mahasiswa.    
2. Upaya Represif 
Upaya represif ini merupakan upaya yang dilakukan setelah 
terjadinya tindakan kejahatan. Untuk upaya represif ini dalam 
pelaksanaanya dilakukan pula dengan perlakuan dan penghukuman. 
Dalam upaya perlakuan menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan 
dari bermacam-macam perlakuan terhadap pelanggaran hukum yang 
diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini adalah tanggapan baik 
dari pelanggar terhadap perlakuan yang diterimanya. (Wawancara 
POLRESTABES Kota Makassar, 18 Februari 2014) 
Menurut Aiptu Awaluddin salah satu staf Reskrim POLRESTABES 
Kota Makassar menyatakan bahwa, yang dilakukan oleh kepolisian adalah 
mengadakan penangkapan-penangkapan dan pemeriksaan yang 
tujuannya agar sipelaku menjadi sadar bahwa tindakannya itu menggangu 
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ketentraman. (Wawancara di POLRESTABES Kota Makassar, 18 Februari 
2014) 
Selanjutnya setelah perlakuan tidak terhindarkan, maka diadakan 
tindakan selanjutnya, yaitu mengadakan penghukuman yang dilakukan 
sesuai dengan undang-undang dalam hukum pidana. 
Penghukuman dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang 
berlaku yaitu berawal dari penyelidikan selanjutnya, penyelidikan oleh 
pihak kepolisian, selanjutnya di limpahkan ke kejaksaan, dan diteruskan 
ke pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk menjatuhkan putusan. 
Terjadinya perkelahian antar kelompok mahasiswa dan 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dikalangan 
mahasiswa di Kota Makassar dari tahun ke tahun menunjukkan angka 
yang tidak tetap, bahkan menunjukkan adanya peningkatan dari berbagai 
faktor penyebabnya. Para kelompok mahasiswa ini mengelompokkan 
dirinya dengan penonjolan kelebihan yang ada pada kelompoknya. 
Seringnya terjadi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan dikalangan mahasiswa ini makin memperburuk 
keadaan dimana pada awalnya masyarakat hidup dengan aman harus 
berhadapan dengan kondisi yang rawan. Ini disebabkan karena antar 
kelompok mahasiswa ini tidak mengenal waktu saat terjadi perkelahian 
antar kedua kelompok mahasiswa ini, apalagi dalam perkelahian tersebut 
mereka menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan. Yang secara 
otomatis akan meresahkan dan menakut-nakuti masyarakat sekitar 
terjadinya perkelahian. Tak jarang dari aksi perkelahian antar kelompok 
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mahasiswa ini jatuh korban baik dari kedua kelompok maupun warga 
ayang ada pada sekitar daerah perkelahian.  
Oleh karena itu, perlu langkah–langkah strategis untuk mencegah 
tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa. 
Sebagaimana di ungkapkan oleh Aiptu Awaluddin salah satu staf 
Reskrim POLRESTABES Kota Makassar, untuk menciptakan keadaan 
kondusif dan mencengah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam 
dan senjata api rakitan tidaklah mudah sebab ada beberapa kendala yang 
di hadapi antara lain. 
a. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai hokum 
yang berlaku di masyarakat dalam hal ini adalah hokum positif. 
b. Perkelahian merupakan visualisasi mahasiswa terhadap 
perasaan suatu kelompok untuk menyatakan protes terhadap 
kelompok mahasiswa lain tanpa memandang latar belakang 
masalah. 
c. Perkelahian antar kelompok mahasiswa ini sudah membawa 
arogansi daerah dan budaya sehingga dalam aksi perkelahian 
mereka mempergunakan senjata khas daerah masing-masing.  
Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan di kalangan mahasiswa memang susah untuk di berantas sebab 
selain dari bentuk untuk melindungi `diri juga karena faktor budaya dan 
lingkungan tempat tinggal mereka yang kontradiksi dengan hukum yang 
berlaku tentang senajta tajam. Apalagi di budaya bugis-makassar yang 
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kental akan siri na pace yang sudah menjadi simbol keperkasan laki-laki 
untuk menghidari yang namanya rasa malu yaitu sebuah Badik yang 
merupakan simbol budaya.  
Oleh sebab itu pihak kepolisian di tuntut untuk bekerja keras dan 
memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
senjata tajam dan senjata api rakitan di kalangan mahasiswa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan tentang tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api 
rakitan dikalangan mahasiswa sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata 
tajam dan senjata api rakitan di kalangan mahasiswa di Kota 
Makassar adalah faktor lingkungan, faktor teknologi, faktor 
solidaritas, faktor sosial budaya. 
2. Upaya penaggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak 
pidana penyalagunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa adalah upaya proventif melalui cara 
mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama 
dengan pihak kampus. Sedangkan upaya represif yaitu menindak 
setiap pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan dikalangan mahasiswa dengan harapan tidak 
ada kejadian selanjutnya. 
 
B. Saran 
1. Seharusnya sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual, 
mahasiswa seharusnya tidak harus menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan perkelahian apalagi sampai terjadi tindak 
penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan dalam aksi 
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perkelahian. Sebab mahasiswa adalah kaum-kaum intelektual yang 
berpengatahuan tinggi yang bisa membedakan dampak-dampak 
apa yang di timbulkan dari tindakan yang di ambil. 
2. Hendaknya aparat kepolisian lebih serius dalam menindak lanjuti 
tindakan penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
dikalangan mahasiswa sebab dapat menggangu ketentraman 
masyarakat serta kerugian lainnya baik dari segi materi dan nom 
materi seperti adanya korban meninggal dunia dari mahasiswa. 
3. Kepada pihak kampus agar bekerja sama dengan pihak kepolisian 
untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan 
senjata api rakitan di kalangan mahasiswa. Sebab berdampak 
negatif pula pada kampus tersebut karena akan menurunkan citra 
kampus, apalagi jika kedapatan mahasiswanya terlibat aksi 
perkelahian yang menggunakan senjata tajam dan senjata api 
rakitan dan sampai tertangkap polisi. 
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Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 1 ayat (2) Tentang 
Pengertian Senjata Api dan Amunisi.   
Polrestabes Kota Makassar. Faktor-faktor dan upaya penanggulangan 
tindak penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api rakitan 
oleh para mahasiswa yang terlibat aksi tawuran di Kota 
Makassar. 
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Sumber internet 
www. Artikel Indonesia.Com. Pengertian Senjata Tajam Dan Jenis-Jenis 
Senjata Tajam. 
www.tribun timur.com/2014/03/05 kronologi pembunuhan Geis.  
https://www.google.com/search?q=tribun+timur.com&oq=tribun+timur.com
&aqs=chrome..69i57j0l5.8810j0j7&sourceid=chrome&es_sm=9
3&ie=UTF-8#q=kronologis+pembunuhan+geis+mahasiswa+umi 
 
